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BUPATI BANGKA TENGAH 
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 
 

SALINAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH 
NOMOR  2  TAHUN 2020 

 
TENTANG 

 

PENCABUTAN TIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  
 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

 
BUPATI BANGKA TENGAH, 

 

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan seluas-
luasnya kepada daerah kecuali urusan pemerintahan yang 

menjadi urusan pemerintah dengan tujuan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat; 

 

b. bahwa beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah 
tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, dan 
tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang 

perizinan, pembentukan peraturan perundang-undangan 
tingkat desa dan tuntutan ganti kerugian daerah dengan 

mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan 
sehingga perlu dicabut; 

 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Pencabutan Tiga Peraturan Daerah 

Kabupaten Bangka Tengah; 
 

 
Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambhan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 

 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, 

Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); 
 

4. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 282, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019         

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6398); 

 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
 

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199); 
 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 

tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 

 
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri         
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2018 

tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 937); 

 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 
tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 

Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161); 

 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 

 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH 
 

dan 

 
BUPATI BANGKA TENGAH 

 
 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN TIGA 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH. 

 
 

 
Pasal 1 

 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: 
a. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 16  

Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan Tingkat Desa di Wilayah Kabupaten               
Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka 

Tengah Tahun 2007 Nomor 54); 
b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tanda 

Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten               

Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 126); dan 
c. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Tata Cara 

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 203); 

 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 2 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah. 
 
 

 Ditetapkan di Koba 
 pada tanggal  28 April  2020 
 

   BUPATI BANGKA  TENGAH, 
 

 
ttd/dto 

 

         IBNU SALEH  
 

 
Diundangkan di Koba 
pada tanggal  28 April  2020 

 
   SEKRETARIS  DAERAH  

KABUPATEN BANGKA TENGAH, 

 
 

ttd/dto 
 
SUGIANTO 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2020                 

NOMOR  282 
 
 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH 
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG ( 4.2/2020) 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 


